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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjaikan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah
melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya schingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2019 dapat 1ersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dan
pelaksanaan tugas dan fungs yang dipercayakan kepada Bawaslu Provinsi Bali atas target
Kincrja dan penggunaan enggaran Tahun 2019, Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut
dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahon 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Lapozan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2019
menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan targei kinerja
yang telab ditetapkan pada Tahun 2019, Berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan
Pemilu yang Langsung, Umum, Hebas, Rabasia, Jujur dan Adil dengan memaximalkan
pencegnhan dari pada penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi
rencana tindak lanjut untuk perbmkan kinera ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnys Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bawaslu Provingi Bali Tabun 2019 akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan
peningkatan kinena dari Bawaslu Provinsi Bali. Masukan dan saran perbaikan vang bersifal
membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Jdi masa yang akan datang.

Denpasar, 3 Pebruan 2020
Kepala Sekretarnt Bawaslu Provins: Bali

/l Ida s Putu Adinatha AP, M.Si
NIP. 19740826 199311 1 003
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau
terbesar yang menjadi bagian dar provinsi tersebut. Pulau Bali terletak di 8°2523" Lintang
Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur vang membuatnya beriklim tropis seperti bagian
Indonesia yang lain. Selam terdin dan Pulau Bah, wilayah Provinsi Bah juga terdin dan
pulau-pulau yung lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan,
Pulay Nusa Ceningan, Pulsu Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali terletsk di antara Pulau
Jawa dan Pulau Lombok. [bukota provinsinya ialah Denpasar vang terletak di bagian selatan
pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu, [ dunia, Bali terkenal
schagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi
para wisatawan Jepang. Australia, dan negara manca negara lainnya. Bali juga dikenal
dengan sebutan Pulav Dewsta dan Pulau Senbu Pura. Luas wilavah Provinsi Bali adalah
5.636,66 kan™ atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Secara administratif§  Provinsi Bali terbagi atas 1 kota yaitu Kota Denpasar dan 8
kabupaten yaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten
Guanyar, Provinst Bali terdin dan 57 kecamatan, dan 716 desa/kelurehan. Pada tahun 2019,
di Provinsi Bali melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 20019 yakni Pemilihan Legislatif dan
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada serentak tahun 2020, yakni Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan,
Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, serta Pemilihan Walikota Denpasar dan Wakil
Walikota Denpasar.
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Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali adalah salah satu lembaga
penyelenggara Pemilu yvang mandin dan bebas dan pengaruh berbagai pihak manapun terkait
dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan mgas dan kewenangan Bawasiu
diatur di dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Permilihan Umum vang juga
merupakan perubahan dari Undang — Undang Nomor 15 Tahun 201 1.

Bawasln Provinsi Bali mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam
rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada tanggal 2 September 2013 Badan Pengawas
Permiliban Umum Provinsl Bal sudah menjadi badan yang permanen yang disertai dengan
dilantiknya pimpinan Bawaslu Provinsi Bali pertama, dimana sehelumnya pengawas pemilu
di Provinsi Bali masili berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc. Pelaksanaan
program dan kegiatan Bawaslu dalam mangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Relanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Bencana Kera dan Anggaran
Kementerian/Lembaga. Berdarsarkan Permenpan Nomor 33 Tahun 2014, Bawaslu sebagai
lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya
serta  untuk  fetap mengedepankan  sistemn keterbukaan, akuntabel dan  dapat
dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemernintah {(LKIP).

LEIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawasiu atas
pelaksanaan dan fungsinva, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerimtah uniuk
mempertangeungiawabkan keberhasilan dan kepapalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai sasaran dan tujusn yang telah ditetapkan melaloi sistem  perfanggungjawaban
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secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinena Bawaslu Provinsi Bali
selama Tahun Anggaran 2019,

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut
adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:
1.2.1 Kedudukan
Berdasarkan pasal 91 avat {2) vaitu Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota
Provinsi,
1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provins: adalah :
|. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
* Pelanggaman pemilu
& Sengketa proses pemilu
2. Mengawas: pelaksanaan tahapan Penvelenggaraan Pemmlu di wilayah Provinsi,
yang tercin atas ;
o Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
# Pemutakhiran data pemilih, penctapan daftar pemilih sementara dan daftar
pemilih tetap;
* [Pencalonan yang berkatan dengan persvaratan dan tata cera pencalonan
anggota DPRD provinsi;
= [Penctapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
s Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
* [Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannyva;
¢ Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilug
= Penghitungan suara Jdi wilayah kerjanya
* Pergerakan surat suara, berita acara penghthmgan suarn, dan sertifikat hasl
penghitungan suara dan TPS sampai ke PPK;
s Rekapitulasi suara dan semua kabupatenkota vang dilakukan oleh KPU
Provinsi;
* Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suars ulang;
o  Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan;

* Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provins:;
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3. Mencegah terjadinya praktik politik vang di wilayah provinsi

4, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarsng ikut serta dalam  kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi. yang terdin atas:
¢ Putusan DEPP;
® Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemnilu;
= Putusan/kcputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /

Kaota;

=  Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

s  Keputusan pejabat vang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak
vang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana distur dalam
Undang — Undang ini;

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya
berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —
undangan

7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaman Pemilu di wilayah provinsi

£, Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

4. Melaksanakan tugas lain SCSLI dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan,

Berdasarkan pasal 99, Bawaslu Provinst berwenang untuk :
l. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugnan pelanggaran
terhadap pelaksanaan pemiuran perundang-undangan vang mengatur mengenal
pemili;
Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta

b

merekomendasikan hasil pemenksasn dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang
diatur dalam Undang-Undang ini;

j. Menerima, memenksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan  memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran
neiralitas semua pihak yang dilamang ket serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. Mengambil alih sementirs tugas, wewenang. dan kewajiban
Bawaslu KabupatenBota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila

4
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Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.

Meminta hahan keterangan vang dibutuhkan kepada pihak
vang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan
sengketa proses pemilu di wilavah provins:;

Mengoreksi  rekomendasi  Bawaslu  KabupatenKota  setelah  mendapatkan
pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal vang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan, dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:
Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi pada pasal 100, Bawaslu memiliki
kewajiban sebagai berikut ini:

i
-

Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

. Melakukan pembinaan dan pengawasan ferhadap pelaksanaan tugas pengawas

Pemilu pada tingkatan di bawahnyn;

. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan

Permlu secars pemodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunys
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provins:

Mengawasi pemutakhiran dan pemelibaraan data pemilith secara berkelanjutan
yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikon data kependudukan
sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.3 Struktur Organisasi
1. 3.1 Struktur Organizasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan
Rawaslu No. 2 tahun 2013
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Sesusi Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretanat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provins: Bali, terdin dani;

. Kasubag Administrasi (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahuan 2013)

Mempunyai tugas melaksanakan mempunvai tugas melakukan penyusunan rencana
program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan  dan
pengelolaon urusan rumah tenggs, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan
urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi
pelaksanaan pengawasan infernal.

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Pasal 83 Perbawaslu
Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi
pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan
tepnuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan
berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

Kasubag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
(Pasal 83 Perbawasiu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum,
hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.
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1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

|. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat,
dalam rangka pembentukan pemerintahan vang demokratis.

2. Ihbentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun
konsolidasi.

3. Memastikan semua kekustan politk non-demokmatis tidak lagi menjadi aktor
pengendali pemilu,

4. Mendorong prakiek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik vang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinst Bali mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatas

pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap

program dan kegatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bahi. Berikut ini identifikasi
beberapa potensi dan permasalahan yang berpengarah terhadap Bawaslu Provinsi Bali.

Kekuatan dan Kelemahan

Alas semua persoalan yvang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali memliki

kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghuadapi persoalan-persoalan

lersebut, di antaranya adalah:

[1F RN - T R o

Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahsn dan penindakan
terhadap berbagm bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik
berujung pada tindak kekernsan, seperti  penyalohgunaan jabatan, keberpihakuon
penvelengpara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-
mming (bujukan), jabatan, barang, dan uang {money politics);

Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas,

Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;

Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
Sebagai satu-satunys lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan
hukum Pemilu;

6, Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;

7. Kemandinan dalam rekrutmen Pegawai Megen Sipil (PNS) dan Pegawal Pemenntah Non

Pegawai Negeri Sipil;

B, Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya: dan

Kenasama dengan stakefirfder dalam pelaksanaan pengawasan permiu.
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Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliks, Bawaslu Provinsi Bali juga
memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu
khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

|. Perkembangan persoslan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis

pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;

2. Regulasi teknis pengawasan pilkada serentak vang masih perlu diperbaiki regulasinya
agar lebih komprehensif;

3. Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad froc), karena
bersifat e hoc maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan
pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbang;

4. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupatenkota
yang masih kurang;

5. Keteranmpilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di  tingkat
Kabupaten'Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan), dan
tingkalt desakelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesua ketenluan
vang berlaku,
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Bawaslu sesual dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas
Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat.
(Oleh karena it dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel,
kredibel, partisipatif’ dan hasilnya dapat diterima oleh semun pihak. Untuk ity, disusun visi,
misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan

utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yvang bersifat fasilitasi,

a, Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Siruteins Badan
Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan
jatl diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemily, yaitu = Terwujndnya Bawasin
sebagal Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokraiis,
Bermartabat, dan Berkualitax”,

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapal beberapa kata kunci, vaitu pengawal
terpercayd, demofraris, bermartabal dan berfufifas. Makna ringkas dari setiap kata tersebut
adalah sebagan berkut:

Pengawal : Berada di parda terdepan bersama masyvarakat dalam mengawasi
penyelenggaman pemilu;

Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam  bentuk  pencegahan dan
penindakan, serta penyelesaian sengketa secars profesional,
benntegritas. netral. transparan, akuntabel., kredibel, dan
partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu
demokratis;

Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien
berdnsarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serla jujgur,
adil, dan kompetitif vang taat hukum, benanggung jawab
ferecountable), terpercava (credible), dan melibatkan masvarakat
iparficipation);

Bermartabat : Melakukan pengawasan  penyelenggaraan  permilu  berupa
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pencegahan dan penindakan, serta penvelesaian sengketa sesuai
prinsip-prinsip moral sosial yang tingg, seperti berami, legas.
bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;

Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun haszil yang
ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkai
keberhasilannya (aspects of performonce), strategi pengawasan
vang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan
penangunan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat {aspects of
design), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum
vang berlaku {aspects of conformance)

Untuk menjabarkan Yisi terscbut, Bawasle menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh
seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawashs adalah :

. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undung-Undang,
maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan
solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam
mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan
penyvelenggaraan Pemilu. Misi im merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki
pelaksanaan pengawasan.

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yvang efektif dan efisien.

Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua
tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efekuif.
Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem
control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan
integratif.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang
terstruktur, sistemnatis, dan integratil berbasis teknolog
Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan
Femilu mengalarm: peringkatan vang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan,

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi
kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
konsisten memjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat
memberikan kontnbusi dalsm perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian,

10
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secard bdak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “think famk” pertama, utama
dan strategis dalam perumusan kebyjakan Pemilu,
Peran Bawaslu sebagai “think fonk™ pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk
dua hal, yaitu secara infemal skan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal
akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dan proses
pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkual kapabilitas simbolik sistemn
politik Indonesia.

3. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan
dan penindakan, serta penyvelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secars langsung atau tidak langsung
kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya
kuahias kinerja pengawasan, yang indikatornys adalah cepat, akurat dan transparan.
Citra it juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, vaitu meningkatkan
keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan
dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak
dari dalam negent maupun luar negen.
Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslo merupakan prasyarai
untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan
masyarzkatl, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lemhbaga
pengawal terpercayva, maka misi keenam Bawaslu sangal mudah dilakukan, yaitu
menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Femilu baik bagi pihak
dan dalam negen negeri maupun pihak dan luar negeri.

b.  Tujuan dan Sasaran Strategs

Dalam rangka mencapal Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka diromuskan ke dalam
bentuk yang lebih terarah berupa peromusan tujuan organisasi. Tujuan organisas merupakan
implementasi dari pemyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangks wakiv 5 (lima)
tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka wakin 5 (lima) tahun kedepan yaitu
“meningkartkar kualitas don efekeifitas kinegjo pengawasan™.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkon hasil identifikasi potensi

dan permasalahan yvang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sazaman Strategs
Bawaslu vang akan dicapa pada tahun 2019 adalah:

a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu
11
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b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.
c) Meningkatnya kualitas penyelesman sengketa Pemilu,
2.2 Tujuan dan Sasaran Kincrja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih  meningkatkan
akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerjg Utama (IKLU),
Gambaran target kinerja Bawaslu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik
yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator
kinerja ditetapkan secara spesifik uniuk mengukur pencapaiin kinerja berkaitan dengan
informasi kinenja: oufput, onfcome dan impacr.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi. dan Tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, Bawaslu
memiliki 2 program yvang digunaksn untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-
2019,

Tabel 2.2
Program Sirategis Bawasln
Tujuan Sasaran Strategis Program
rover: - lﬂl;ill_:;Mﬂ%hljtl R e i

pengawasan  pemilu  dan  masvarakat, stakeholder, pemilih Pemilu
| integritas penyelenggara  pemula dalam pengawasan pemilu

pemiiu Meningkatnva infegritas

' penvelenggarman pemilu

2.3 Rencana Kinerja Bawaslu Tahun 2019

Rencana Strategis Bawaslu 2015 - 2019 yang memuat program pembangunan janghka
menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (acrion pfan) tahunan yang pada
tahun 2015 merupekan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu, Untuk
mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dan setiap sasaran sirategis
Bawaslu, maks perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2019 yang terdini dari kegiatan
kesekretaniatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
internal serta kegiatan penvelenggaman dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan
peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan
dukungan penegakan kode ctik penyclenggarasn Pemilu. Rincian kegiatan pads masing-
masing indikator kinerja kegiatan adalah sebapai berikut :

12
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Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2019

No |

Indikator Kinerja

Kegiatan

Persentase Perencanaan Program
‘Kegiatan dan Anggaran yang
sesual dengan Perencanaan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja

2 | Persentase Pengelolaan Keuangan Pembinaan dan | pengelolaan Administrasi
l vang sesunt dengan Peraturan Keuangan dan BMN
F":rtl.n:lmg—i.lndnngan yang berlaku
3| Persentase Penyediaan Dukungan | Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
dan Sarana dan Prasarana Internal | Peliputan, Dokumentasi, dan Pengelolaan Media
Informasi
Konsumsi Perkantoran
4 | Persentase Penyelesaian Pelayanan Momtoring, Evaluasidan Pelaporan Pelaksanaan
Dukungan Operastons] Kega Yang Program
Pepat wiskin
No Indikator Kinerjn Kegiatan
| Prosentase Penvelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatil
FEFIIE?-'ME&" pemilu oleh Bawaslu | Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan
Provinsi Supervisi Pengawasan
Koordinasi Pengawasan Tehapan
pemilw/pemilihan
Fasilitasi, Koordinasi,dan Pelaporan Bawaslu
Provinsi
Evaluasi Penpawassn Pemilu’ Pemilihan
2 Persentase Teil:h.:is_Fengawmn Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan
atas penyelenggaraan Pemilu oleh | Pemilu
Bawaslu Provins: dan Kabupaten | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
Kot Sesialisasi Pengawasan pemilu
Teknis Pengawasan Femilu
Monitoring,Evaluasi, dan Supervisi Pengawasan
Pemilu
Fasilitasi, Publikasi, Dokumentas: Pengawasan
Pemilu
Pembinaan SDM .PHHEEWHS dan Kesckretanatan
3 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Bawasla Provinsi dan Bawasiu
Pengawasan I‘r:r!:ti_l:u serta Fengelolaan | Kabupaten Kota
D'—'k““:fm Administrasi dan Monmtoring.Evaluasi. dan Supervisi Pengawasan
Diperasional Panwasle Kecamatan, Pexilia
Pengawas Desa'Kelurahan dan
Pengawas TPS
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Mo Indikator Kinerja Kegiatan
I. | Persentasc T=|tf-1‘41-“: Penyclenggaraan | Pengawasan Pemilu Partisipatif
Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinst | Sosialisasi Pengawasan Pemilu
Dalam Pengawasan Pemilu Pastisipati
2. | Prosentase Pembinaan Pembinaan Pengawasan dan Supervisi Pengawaosan |
Penyelenggarasn Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan Pemilu
Supervisi Pengawaan Pemilu
5. | Persentase Monitoring, Evaluasy, dan | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaon
Supervisi Pengawasan Pemilu Program
Monitoring ,Evaluasi, dan Supervisi Pengawasan
Permilu
M Indikator Kinerjn Kegintan
I. | Persentase Peningkatan Jumiah Fasilitasi dan Koordinasi dengan mitra kerja
keterlibatan stakeholder datam Pengawasan Pemilu Partisipatif
pengawassn pemily Sogialisasi Pengawasan Pemilu
2. | Persentase jumlah pelanggaran pemilu | Pembinaan/pelaksanzan Penanganan ,
Penindakan, Pelanggaran
Advokast Pelanggaran dan pidana pemilu
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggamn
3. | Persentase Peningkatan Jumlah Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
Rekomendasi Pelanggaran Pemilih Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
vang ditindaklanjuti
4. | Persentase jumish layanan laporan Pembimaan/Pelaksanaan Penanganan Penindakan
dan temuan pelonggarmn vang Pelanggaran
ditnngani sesuai ketentuan Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
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Persentase Penyelesaian Sengketa
yang dilayani dengan baik

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

Senpketa

Perasentase Tindaklanjut Penyelesaian

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslo Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kKinerja.

Secara rinci, Indikator Kinena Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANIIAN KINERJA 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Mo | Sasaran Indikator Kinerja | Target | Program Anggaran
Strategis 2019
| | Terwujudnya Pengawasan Rp.
Kualitas Penyelenggaraan | 92.178.821.000
Fencepgahan dan Pemilu
Penindakan
Pelangparan serta
Penvelesaian
Sengketa Pemilu
dan
Meningkatnya
Integritas
Penvelenggaraan
Pemilu
1.1 Meningkatnya | 1.1.1 Persenlase 3
kualitas Teknis Daerah
pencegahan Penyelenggar
dan i
penindakan Pengawasan
pelanggaran Pemilu
Peoulu BRawnslu
Provinsi
Dalam
Pengawasan |
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1.1.2

1.1.3

__Pemilu_

Pemilu
Partisipati{
Prosentase
Pembinaan
/Penyelengga
raan
Pengawasan
dsn Supervisi
Pengawasan

Persentase
Fasilitasi dan
Koordinaszi
Pengawasan
Tahapan
Pemilu

1.2 Meningkatnya | 1.2.1
Imtegritas
Penyelengga
raan Pemilu

Persentase
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pengawasan
Tahapan
Pemalu

1.2.2

Persentasc
Monitorng
£valuasi, dan
SUpervist
pengawasan
pemilu

100%,

Tersyudnyn
Perencanaan

2 | Program / Kegiaian
dan Anggaran yang
ik ]| dengan
perencanaan
lembaga
pengelolaan
keuangan yang
scsual  ketentuan |
ketersediann
dukungan  sarana
dan prasarana,
penvediaan  SDM
Pengawasan  dan
Sekretarial

100 %%
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2.1,1 ]’ﬂmﬂiﬁm! 100 %

PErCICamaIn

|
program/kegiatan  dan

aAngiaran yang sesuai
dengan  perencamnann

lenibage

2.2.1 Persentase
Pengelolaan Keaangan
yang sesuai  dengan
perafutan  perundang-
undangan yang berlaku

100 %

3.1 Persentase
penvediaan  dukungan
sarana dan  prasarana
intermal

100 %%

2.3.2 Persentase
penvelesaian
pelayanan  dukungan
operasional kerja yang
tepat wakiu

LM %0

2.1, Terwujudnya
Perencanaan
Program/
Kegiatan  dan
Anggaran  yung
sesual dengan
perencanaan
lembaga
2.2 Pengelolann
Keuangan  yang
S8 dengan
ketentuan
2.3 Ketersediaan
dukungan sarana
dan prasarana
penvediaan SDM
Pengawasan  dan
Sekretariat
Terwujudnya
Kualitas

3 Pencegahan  dan

" | Penindakan
Pelanggoran  serta
penyelesaian
sengketa  pemilu
dan meningkatnya
Integritas
Penyelenggaraan
Pemilu
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3. 1. Terwujudnya 3.1 Pementase
Kualitas penngkatan ~ jumlah
Pencegakan dan | keterlibatan 15 %
Penindakan stakeholder dalam
Pelangparan serta | pengowasan pemmli
penyeiesaian
apngheta pemiliu
3.1.2 Persentase
Jumlah  Pelangearan | 5%
Pemilu
313 Persentase

peningkatan  qumlah | 10%
rekomendasi  pemilih
yang ditindaklanjuti

3.14 Persentase
penyelesaian sengketa | 95 %
vang dilavami dengan
baik

3.1.5 Pementase
Tindaklanjut 100 %o
Penvyelesaian sengketa

3.2 Meningkatnya | 3.1.1 Persentase

Integritas Jumlah Layanan
Penyelenggaraan Laporan dan Temuan
Pemilu Pelangparan yang 100 %
ditangani scsuaj
ketentuan
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4.1  Terwujudnva | 4.1.1

Layanan Prosentaseferencanaan
Administrasi Program/Kegiatan dan | 100 %
Bawaslu  Provinsi | Anggamn vang sesuai

dan dengan perencanain
Kabupaten/Kota lembaga

4.2 Terwujudnya 4.2.1 Persentase

dukungan Teknis Penguwasan
administrasi dan | atas penyelenggaraan 100 %
Teknis Operasional | pemilu olch Bawaslu
Fenvelenggaraan Provinsi dan

Fengawasan Femilu | Kabupaten Kota

Bawaslu  Provinsi

dan Kabupaten

MKots

4.3 Teraujudnyz | 4.3.1 Persentase

Lavanan Tekms dan | Penyelenggaraan

Administrasi Pengawasan Pemilo
Penyelenggaraan serta pengelolaan

Pengowpsan Pemilu | dukungan admunistras: | [0 %5
Lembaga Ad- Hoe | dan operasional

Pamwasla Kecamatan ,
Pengawasan Desa/
Kelurahin dan
pengawasan TPS
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AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawasiu tahun 2019 pada dasamya merupakan bagian dan suatu proses atau
kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Selain itu pencapaian kinerja per satuan
kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Provinsi Bali tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara vang diperoleh
merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau  ketidakberhasilan sasaran merupokan uwpaya untuk melakukan
peningkatan atau perbatkan yang diperlukan di masa vang akan datang untuk mewujudkan
Bawaslu sebaga lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas.

3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capalan sasaran strategis
vang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebutl akan dhurikan beserta permazalahan
vang terkait dengan capaiannva. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja twhun
2019:

Ciambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2009 adalah sebagai berikout ;

BEN. 2 100%

pelanggaran Pemilu |

' 100%,

3 Meningkainya kualitas penindakan

pelanggaran Pemilu

' | 100%
3 |
Rata-Rata Capaian 100 %
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Peningkatan kualitizs pencegahan pelanggoran Pemilu merupakan selah salu sasaran
strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum. Sasaran strategis im1 memilika tiga mdikator utama vaitu (1) Persentase pemilih vang
memahami  pengawasan pemilu, (2) Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pemily, dan (3) Persentase jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan
Permilu.

Indikator 1 : Persentase Pemilih Yang Memahami Pengawasan Pemilu

Konstitusi  telah menegaskan bahwa kedaulatan adolah & tangan  rakvat.
Melalui penyelenggaraan pemilu, baik presiden dan wakil presiden serta legislatif,
harus dimaknai sebagai penyerashan mandat rakyat sebagai pemepang  kedaulatan
tertinggi. Oleh karena 1fu, penyelenggaraan pemilu thdak bisa dilepaskan dan peran
publik, pemilih dan warga negara. Bagaimanapun rakyst adalah pemilik kedaulatan
sesungpubnya.  Sebagai  pemilik  kedaulatan, berdosarkan  kesepakatan  bersama.
rakvat memberikan kedaulatannya kepada penyelenggara nepara. Jumlah DPT pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bali adalah 3.220479, sedangkan jumlsh pemilik
yang menggunakan hak pilih sejumlah 2.616.810. Artinya sebanyak 81,25 % jumlah pemilih
yang herpartisipasi dalam proses pemilu,.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu
Tahun 2019
Sesuai dengan Pasal | Peraturan Bawaslu No, 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bawaslu Momor |1 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang
menyatakan bahwa pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat herasal dan
temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu
vang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang
disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pennlu tentang dugasn terjadinya
pelanpggaran Pemilu.
Indikator menurunnya jumlah pelanggsran Pemilu bertujuan untuk mengukur ostcome
dan pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dengan
demikian semakin kecil jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya
pencegahan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efekuil.
Rincian jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2019 adalah sebagai beriku
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I | Provinsi Bali 3 1

1 | Denpasar 5 1
1 | Badung 11 0
4 | Tabanan 10 1
5 - Jembmana 13 o
6 | Buleleng 29 0
7 | Bangli 45 0
| % | Karangasem 2 0
9 | Klungkung 22 0
1D | Gianyar 52 0
Jumlah Total Keseluruhan 183 3

Rincian jumlah pelanggaran Pemilu tabun 2019 adalah sebagai berikut:

Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu

Waktu penanganan pelanggaran yang semipit.

Waktu Penanganan Pelanggara dalam pelaksanaannya terlalu sempit, vang mana
dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan
dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor

Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Permilu

Waktu  Pelaporan  menurut  Undang-Undang adalah 7  Hari  sejak
diketahu/ditemukannys pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya kadang
menimbulkan permasalahan ketika dugasn pelanggaraan  baru diketahui saal
Tahapuan telah lewat.

Beda tafsir/pemahaman terkait Penanganan Pelangparan Tindak Pidana Pemilihan
Pada Pelaksanaan Pemilihan, lembaga vang menangani Proses tindak pidana
pemilihan adalah Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam
forum sentragakkumdu. MNamun di  dalam  pembahasan  sering beda
tafsir/pemahaman terkait pasal-pasal dalam tindak pidana pemilu sehingga kasus
pidana pemilihan menjadi tidak bisa ditindaklanjuti ke proses benkutnya.
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Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan Penvelenggaraan Pemilu
periu lebih ditingkatkan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah:
l. Pendidikan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.
kegiatan ini bertujusn untuk:
* Memberikan pemahaman, pengetahuan dan persepsi yang sama kepada
stakeholder Pemilu:
» Menumbuhkan sikap dan kesadaran scrta perilaku proaktif dari Stakeholder
unfuk mengawal Pemilu yang demokratis.
* Memberikan informasi kepada stakeholder terkail regulasi Pemilu . seria
pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.
2. Pembinoan dan Supervisi Pengawasan Pemilu.
Kegiatan ini dilaksamakan sebagai bentuk langgungjawab Bawaslu sebagai
penanggung jawab dalam Pengawasan fahapan Pemilu tahun 2019 vang nantinya
akan dilaporkan ke Bawaslu Rl Supervisi kedaerah inmi bertujuan  untuk
memastikan bahwa proses pengawassn Pemilu Tahun 2019 oleh jajaran Bawaglu
di daerah dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawass Kecamatan berjalan
dengan baik dan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa mengabaikan
ketentuan yang berlaku.
3. Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan
Penvelesaian Sengketa Pemilu.
Kegiatan ini bertujuan untuk data Pemilihan Umum Tahun 2019 dan masing-
masing Koordinator wilaysh yang kemudian skan di tindak lemjuti untuk
menyelesaikan permasalahannya,

4. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Pegawasan Pemilu Tahun 2019

Indikator 3 : Persentase Jumlah Keterlibatan Stakeholder dan Masvarakat Dalam
Pengawasan Pemilu

Pemangku kepentingan (Stakeholder) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap
penyvelenggarnan Pemilu  yang meliputt Pemerintah, penvelengoara Permilu, pemantau
Pemilu, partai politik, peserta Pemilu, organisasi masyarakat, media massa dan pemilib.
Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu
Semakin tinggi keterlibatan stakeholder maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin
memngkal. Benkut adalah keterlibatan Stakeholder pada Pengawasan Pemilu Tahun 2018
dan 2019,
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1 | KPU (Xomisi Peamilibem Unam)

h'..I’U (Komisi Pemiliban Umu@}

2 | KPID (Komisi Penyiaran Indonesia) KPID { Komisi FEI'I}"IE.T-B‘.I]
Indonesia)

3| Kepolisian Kepolisian

| 4 | Kejaksaan Kejaksaan

5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol)

6 | Ombudsman Ombudsman

7 | Komist Informasi P}_Ilhlti (KIP) Komisi Informasi Publik (KIP)

8 | Media massa (cetak/elektronik) Media massa (cetak/elektronik)

9 | KNPl Provinsi Bali

10 | FKPPI Provinsi Bali

KNPl Provinsi Bali

L LT e e

FEPPI mens: Baln

11 | KMHI Provins Bali EMHDI Provins: Bali
12 | JPPR. Koordinator Bali JPPR Koordinator Bali
13 | HMI Provinsi Bali HMI Provinsi Bali
14 | PMII Provins: Bali PMII Provinsi Bali
15 | GMEKI Provinsi Bali GMEKI Provinsi Bali
16 | GMII Provinsi Bali GMII Provinsi Bali
17 | BEM Universitas Mahasaraswati BEM Universitas Mahasaraswat
18 | BEM FISIP Universitas Warmadewa BEM FIsIp Universitas
Warmadewa
19 | BEM STIMI Handayani BEM STIMI Handayani
‘20 | BEM FISIF Universitas Udavana P'ru.mutn
21 | Kepala Stasiun TVRI Bali REM FISIP Universitas Udayana
22 | Kepala Stasiun Kompas TV Kepala Stasiun TVR] Bali

| 23 | Kepala Lembaga Pengawas Program RR1

Kepala Stasiun Kompas TV

Kepala Lembaga  Pengawas
Program RRI

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan kelerlibatan stakeholder dalam pengawasan
Pemilu Tahun 2019. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor
terlaksanonya Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pengowasan Permulu partisipatif

merupakan yvang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien

dalam pengawasan Pemilu,
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Kegiatan vang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

1. Penyusunan Panduan Pengawasan Pemilu Tahun 2019
Kegiatan 1 bertujuan  untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
pengawasan Pemilu Tahun 2009,

2. Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakal
Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan
informasi terkail peran aktif masvarakat dan stakcholder dalam mengawasi jalannys
proses Pemilu Tahun 2019,

3. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksansan Sosialisasi dilaksanakan oleh jajaran
Bawaslu di daerah dalam hal ini Bawaslu Provins: dan Bawaslu Kabupaten/Koia berjalan
dengan baik dan sesua dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu priontas pelaksansan tugas pengawasan adalah pencegahan, namun prioritas
tersebut harus disinergikan dengan tugas penindakan terhadap pelanggaran.

Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan memngkatnya
jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yvang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai
dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Bawaslu berwenang menenma laporan dugaan pelanggaran baik pelanggaran terhadap
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu maupun pelanggaran
administrasi pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran pemilu dapat diinterprestasikan
dengan meningkatnys jumlah rekomendas: pelanggaran pemile yang diitndaklanjuti dan
pelayanan yvang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.
Pencapaian atas sasaran [ diukur dengan 2 {dua) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

Indikator 1 : Persentase Pengawas Pemiln Yang Memahami Penindakan Pelanggaran
Pemilu

Sesual dengon Peraturan Bawasluy Mo, 2 Tabun 2005 Tentang Perubaban Atas Peraturan Bawaslu
Momor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemiliban Umum pasal 6 point 2 hurf (d) menyatakan
bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjul rekomendasi Pengawias
Pemilu.

Indikator imi mengukur outcome pengawasan khususnya rekomendasi yang dikeluarkan

olch Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak ekstern (KPU. Kepolisian, Kejaksagn). Semakin
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I'.ii__!w rekomendasi Bawaslu vang ditindaklanjuti maka semakin efektifl pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah persentase
rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaman  dikurang
persentase rekomendasi pelanggaran yvang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan

[
2
3
]
5| Jembrana 13 3
6
7
8
9

| 4 70 | Administrasi 170
Pidana 0 Fidana 0
Kode Etik 0 Kode Etik 0
Hukum Lainnya 0 Hukum Lainnya 0
Jumlah Total 0 Jumlah Total 0

Realisasi 100%

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak yang

berwenang (KPU, Kepolizsian, Kejaksaan, DKPP) sebesar 100%
Berikut ini persentase rekomendasi Bawaslu vang ditindaklanjuti oleh oleh pihak yang
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berwenang pada tabun 2019, adalah sebagai berikut:

Lirsan 2018 | 2019
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran 16 170
| vang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu  terkait 16 170
| pelanggaran Pemilu
Realisasi 100% | 100% |

Persentase rekomendssi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjut: oleh  pibak
berwenang tahun 2019 sebesar 100%,

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penvelenggaraan dengan
kegiatan sebagal berikut:

. Pembinaan /Pelaksanasn Penanganan penindakan Pelangparan

2. Fasilitasi Sentra Gakkumdu;

3, Penyelesaian Sengketa

4. Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Lavanan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Yang
Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan vang diberikan oleh Bawaslu dan
jajarnnys dalam menangami laporan dan temuan pelanggaran sesual dengan ketentuan yang
berlakiw. Nomor |1 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilthan Umum, Peraturan Bawaslu
Nomaor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemiliban
Umum, Peraturan Bawasle MNomor ® Tahun 201% Tentang Penvelesalan Pelanggaran
Admmistratil Pemilihan Umum.,

Sesuni dengan Pernturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemiliban
Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganen pelanggaran Pemilu ditangam paling lambat 7
(Tujuh) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan
pelangguran dapat diperpanjang paling lama 7 (Tujuh) ban setelah pelanggaran diterima.
Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklamjuti atau tidak. Laporan atau temuan harus
memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat diregistrasi dan ditindak lanjuti.

Realisasi persentase jumlah layanan lsporan dan temuan pelanggaran vang ditangani
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sesuai kelentuan adalah sebagai berikut

A2 pelanggaran 32 pelanggaran 10M)%

Capatan kinerja tahun 2019 sebesar 10094 .

Kegintan yang mendukung indikator ini adalah:

|. Koordinasi Pengawasan Tahopan Pemilu

2, Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan tahapan pemilu

3, Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

4. Pembinsan/Penyelenggaman Pengawasan dan Supervisi Pengawasan

Pelayanan atas penyelesmian sengketa Pemilu vang bak idealnya paling lama 7 han
T { han sejak diterimanya laporan a) penenmaan dan pengkajian laporan atau temuoan, serta 2)
fasilitasi pertemuan pihak yang bersengketa untuk mencapai  Kesepakatan melalui
musyawarah dun mufukat

Penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanys hak untuk
mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu vang benndikasi pada peningkatan kualitas dan
gfektifitas kinerja pengawasan Pemilu/Pemilihan. Ada 2 (dua) indikator mendukung untuk
mencapai sasaran ini yaitu (1) Persentase pengawas Pemilu yang memahami penyelesaian
sengketa Pemilu/Pemilihan, dan (2) Persentase jumlah layanan permohonan sengketa yang
ditangani sesuai ketentuan.

et . o 5, .- ..- s M
Persentase pengawas Permilw/Pemilihan yang 100%
| memahami penvelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan
Persentase jumlah layanan permohonan sengketa 1 0(F L00% L00%
yang ditangani sesumi ketentuan

Pencapaian atas sasaran fersebut, divkur denpgan 2 (dua} indikator kinera yait:
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Indikator |1 : Persentase Pengawas Pemilu Yang Memahami Penvelesaian Sengketa
Femilu

Dalam Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 468
ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu™ telah jelas kewenangan sehingga menjadi
tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak languti
kewenangan tersebut. Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupah  dan Walikota, “Putvan Bowaxly  Provinsi  dan Puluson Pameos
Kabupaten/Kola mengenal penvelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifa
meHgika .

Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan hares melalui
proses penvelesaian vang sesuai Peraturan Bawaslu,

Uraian 018 [ 2019
Jumlah Penyelesaian Sengketa vang Ditangam 5 0
Jumlah Penvelesman Sengketa yang Diterima 5 0
Bawaslu
| Realisasi 100% 100

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Memor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaan
Sengketa pasal 6 ayat (1) vaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) han kerja sejak
langgal diterimanya Permohonan yvang diajukan Pemohon. Rincian penyelesaian sengketa di
tingkat Bewaslu Provinsi dan Bawasle Kabupaten/Kota tahun 2018 dan 2019 :

1 Provins: Bah z L]
% Denpasar [ 0
2 Badung 0 0
3 Tabanan i 0
4 Jembrana l 1]
5 Buleleng I 0
e Bangli 0 0
7 Karangasem 1 0
8 Klungkung 1] 0
9 Ciianyar 0 0
Jumilah Total Keseluruhan 5 (1]
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Kegiatan vang mendukung indikator ini adalah

* Supervisi Pembinaan dan Pepyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan,

* Penyusunan Materi Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Stardard Operational
Procedure (S0P) Penvelesaian Seagketa Pemilu/Pemilihan,

* Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan.

Indikator 2 : Persemtase Jumlah Layanan Permohonan Sengheta Yang Ditangani
Sesuai Ketentuan

Indikator imi mengukur secara lengsung kinerja Bawaslu Provinsi Bali dalam
penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey
yang diberikan kepada pemohon senghketa selaku responden dari kuesioner vang diberikan.
Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi
Penyelesaian Sengketa.
1.3 Capaian Realisasi Keuangan
M tabun 2019 jumlah pagu anggaran yvang tertuang dalem DIPA Bawaslu melaksanakan
tugas pengawasan Pemilu adalah sebesar Rp. 92.178.82[.000,- berdasarkan realisasi sampai
dengan akhir tahun 2019 realisasi kevangan sudah mencapai :

| Keterangan ' Target Realisasi s Capaian
Persentase Penyerapan DIPA | 92.178.821.0 | 66,457,803, 7%
TA2019 00 993 -

Capaian realizasi: kevangan Bawaslu tahun 2019 per sasaran adalah sebagai berikut:

No Sasaran (Rp) (Rp) )

] Program Pengawasan :
| Penyelenggaraan Pemilu Rp92.178.821.000 | Rp. 66.457.803.955 | T2%

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai benikut:

l Meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan 1009 T30,
Pemilu
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BAE IV

PENUTUP
Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditank beberapa kesimpulan yang terkait

dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsl Bali pada Tahun 2019, sebagai berikut:

Secara umuwm pelaksanasn tugas pokok dan fungs: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali tentang Pengawas Pemilu vang diamanatkan oleh Undang-Undang telah
dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaan rata-rata
indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang lelah mencapai rata-rata
indikator sebesar 72%;

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslo tahun 2019 telah efektif dan efisien;
Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam
meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilhan schagaimana yang telah dipersyaratkan
pada U'U Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor
| Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemenntah Pengganti UL Nomor
| Tahun 2014 Tentang Pemiliban Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang dan Undang — undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
Terdapat beberapa keberhasilan vang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya
beberapa permasalahan, seperti Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang
bersifat tidak tetap (od hoc)
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